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Pendahuluan

Pilkada secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan
rakyat , penyelenggaraan pilkada langsung dianggap penting bagi perkem-
bangan demokrasi di Indonesia.karenaPilkada langsung merupakan jawaban
atas tuntutan aspirasi rakyat, karena pemilihan presiden dan wakil presiden,
DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti
telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati dan wali kota,
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pembérhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada langsung juga merupa-
kan sarana pembelajaran demokrasi
bagi rakyat ,la menjadi media pem-
belajaran praktik berdemokrasi bag
rakyat yang diharapkan dapat mem-
bentuk kesadaran kolektif segenap
unsur bangsa tentang pentingnya
memilih pemimpin yang benar sesuai
nuraninya.

Pilkada langsung sebagai sarana
untuk memperkuat otonomi daerah.

ISSN.0852-8310 X1

Keberhasilan otonomi daerah salah
satunya juga ditentukan oleh pemi-
mpin lokal. Semakin baik pemimpin
lokal yang dihasilkan dalam pilkada
langsung, maka komitmen pemimpin
lokal dalam mewujudkan tujuan
otonomi daerah; antara lain untuk
meningkatkan kesejahteraan mas-
yarakat dengan selalu memerhatikan
kepentingan dan aspirasi masyarakat
agar dapat diwujudkan.
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Pilkada langsung merupakan
sarana penting bagi proses kaderisasi
kepemimpinan nasional. Disadari atau
tidak, ketersediaan kepemimpinan
nasional amat terbatas. Dari jumlah
penduduk Indonesia yang lebih dari
200 juta, jumlah pemimpin nasional
yang kita miliki hanya beberapa. Mer-
eka sebagian besar para pemimpin
partai politik besar yang memenangi
Pemilu 2014, Karena itu, harapan akan
lahirnya pemimpin nasional justru
dari pilkada langsung seperti ini.

Dalam pelaksanaannya Pilkada
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) di wilayah mas-
ing-masing. Tugas yang dilaksanakan
KPUD ini yaitu mengatur pelaksanaan
Pilkada ini agar dapat terlaksana denga
n demokratis. Mulai dari seleksi bakal
calon, persiapan kertas suara, hingga
pelaksanaan Pilkada

Pilkada langsung dan serentak
menjadi pilihan terbaik dengan asumsi
terjadinya optimasi penggabun-
gan Pilkada di Indonesia yang paling
ideal berdasarkan Kkriteria kontinu-
itas jalannya pemerintahan daerah,
kesiapan aparat® keamanan,meng-
hindari kejenuhan masayrakat dan
efisiensi biaya karena kepala daerah
yang berakhir dalam tahun yang sama
dilaksanakan Pilkada secara bersa-
maan

Substansi

Robert Alan Dahl dalam Democ-
racy and Its Critics (2004) mengisyarat-
kan bahwa pemilihan umum yang
dilakukan langsung oleh rakyat mer-
upakan keharusan agar pemerintah
daerah senantiasa menjunjung akunt-
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abilitas dan tanggung jawabnya. Tentu,
sebagai rakyat kita memahami bahwa
akuntabilitas dan tanggung jawab
pemerintah daerah sangat berniiai.
Dua hal itulah santapan bagi nurani
pemangku kekuasaan di daerah untuk
memformulasikan dan mengimple-
mentasikan kebijakan publik yang
benar-benar sesuai dengan kepentin-
gan rakyat di daerah seperti yang dite-
gaskan oleh B. C. Smith (2000) bahwa
desentralisasi juga harus membawa
faedah bagi masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, demokrasi sistem
pemerintahan di daerah harus diban-
gun secara kokoh..

Sejumiah permasalahan memang
masih terjadi dalam pelaksanaan
pilkada ini seperti daftar Pemilih tidak
akurat. Permasalahan daftar pemi-
lih yang tidak akurat dalam Pilkada,
Parmasalahan lain  dalam proses
pencalonan yang selama ini terjadi
disebabkan oleh konflik internal par-
tai politik/gabungan partai politik dan
keberpihakan para anggota KPUD
dalam menentukan pasangan calon
yang akan mengikuti Pilkada.hal lain
adalah pemasalahan pada Masa kam-
panye.kampanye yang diharapkan
dapat mendorong dan memperkuat
pengenalan pemilih terhadap calon
kepala daerah agar pemilih mendapa-
tkan informasi yang lengkap tentang
semua calon, menjadi tidak tercapai.
Untuk itu ke depan perlu pengaturan
masa kampanye yang cukup dan
peningkatan kualitas kampanye agar
dapat mendidik pemilin untuk menilai
para calon dari segi program. Manipu-
lasi penghitungan suara dan rekapit-
ulasi hasil penghitungan suara.adalah
masalah berikutnya disamping masih
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adanya penyelenggara Pemilu yang
tidak adil dan netral semua permas-
alahah tersebut memang harus segera
dicari formulasi solusi yang tepat dan
benar ,namun demikian tentu tidak
kemudian pilkada langsung dan seren-
tak ini dihapuskan karena secara evi-
densial terbukti mampu memenuhi
prasyarat demokrasi

Secara perdefinisi demokrasi ber-
asal dari bahasa Yunani, demos, yang
berarti rakyat, dan kratos, yang berarti
pemerintahan. Sehingga demokrasi
dapat diartikan pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemerintahan yang kewenangannya
berada di tangan rakyat. Semua ang-
gota masyarakat yang memenunhi
syarat pilih dikutsertakan dalam
kehidupan kenegaraan dalam aktivi-
tas pemilu.

Pelaksanaan demokrasi ini telah
dilakukan sejak dahulu di berbagai
daerah, hingga Indonesia merdeka
sampai sekarang ini. Demokrasi di
Indonesia bersumber dari Pancasila
dan UUD 1945, yang kemudian dise-
but sebagai Demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila berintikan; musy-
awarah untuk mencapai mufakat,
dengan berpangkal tolak pada faham
kekeluargaan dan kegotongroyongan.
Indonesia pertamakali melaksanakan
pemilu pada akhir tahun 1955, yang
diikuti oleh banyak partai ataupun
perseorangan.

Penutup

Dinamika politk yang terjadi
di era reformasi ini telah memberi-
kan kesempatan dan peran bagi elit
politik lokal yang cukup bermakna.
Namun penyempurnaan masih harus
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dilakukan agar pemerintahan daerah
sebagai aktualisasi dari dinamika
politik lokal semakin menghasilkan
kebijakan yang bermanfaat bagi mas-
yarakat. Oleh sebab itu pengaturan
baik dalam tataran supra maupun
infra struktur politik dituntut untuk
sepantiasa memperhatikan pertim-
bangan filosofis, yuridis, sosiologis,
politis, dan praktis.

Sementara itu susunan pemerin-
tahan daerah akan menjadi dasar bagi
pembangunan interaksi di antara mer-
eka. Demikian pula, susunan pemer-
intahan tersebut juga dapat menjadi
konteks dari peranan yang dimainkan
oleh masing-masing susunan pemer-
intahan dalam pemberian pelayanan
kepada masyarakat dan implikasinya
terhadap pendidikan politk mas-
yarakat. Pendidikan politik masyarakat
yang terbangun melalui pemilu kepala
daerah langsung dan serentak dihara-
pkan menciptakan sistem politik yang
demokratis di tingkat lokal dan pada
gilirannya akan dapat memberikan
kontribusi bagi terwujudnya sistem
politik yang demokratis di tingkat nasi-
onal,

Pilkada langsung dan seren-
tak sejatingya merupakan  konsoli-
dasi demokrasi yang harus dijadikan
konsensus untuk menyempurnakan
sistemn demokrasi , baik yang ber-
kaitan dengan substansi, struktur
maupun budaya politik, . demokrasi
sebagai sistern perlu didukung oleh
sistemn politik yang jelas dan terukur
, yang effektivitasnya akan banyak
tergantung pada kualitas perun-
dang-undangannya tegaknya sistem
hukum yang berlaku, political will dari
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penyelenggara negara, kelengkapan
sarana dan prasarana; kualitas sum-
berdaya manusianya baik mental
maupun intelektual; dan tumbuhnya
kesadaran serta partisipasi politik dari
segenap elemen masyarakat secara
luas.dimana dalam posisi dan kondisi
seperti ini pilkada diasumsikan telah
mampu memenuhi kualitas demokrasi
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